
l . Undang-Undang Nomor l 7 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah don 
Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jaso 
Konstruksi; 

3. Unddng-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbenddharaan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemerlksdan Pengelolaan don Tanggung Jawab 
Keuandan Negara; 

6. Undang-lJndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah ; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentong 
Perimbangan Keuangon Antaro Pemerintoh Pusat 
don Pemerintohon Doeroh; 

8. Peraturon Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Peron Serto Masyarakat dolom Jaso Konstruksi; 

9. Peraturon Pemerintah Nomor 29 Tohun 2000 tentang 
Penyelenggoroon Jaso Konstruksl; 

a. bahwa untuk meningkatkan keserasian, keterpaduan 
don keberhasilan serta tertib administrasi 
penatausahaan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 
2005 , diperlukan adanya Pedoman Penatausahaan 
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 ; 

b. bahwa untuk maksud di atas dipandang perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang; 

Mengingat 

Menimbang 

TENTANG 

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAGELANG, 

PERATURAN WALIKOTA MAGElANG 
NOMOR : A TAHUN 2005 

WALIKOTA MAGELANG 

\ 



MEMUTUSKAN : . . . . . . 

Memperhatikan : l . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 
tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban 
don Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara 
Penyusunan Anggaran Pendapatan don Belanja 
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah don 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan don 
Belanja Daerah; 

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 

l O. Peraturan Pemerintah Norn or l 05 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan don Pertanggung jawaban 
Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan don Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah; 

13. Keputusan Presiden Nomor l 7 Tahun 2000 tentang 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan don Belanja 
Negara; 

14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah ; 

15. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 
2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan don 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 

l 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2005; 



Pembina Tk.. I 
NIP. 010 on 030 

Kepala Badan Pengawasan 

lEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG 
TAHUN 2005 NOMOR 7 
Seri E No. S 

'~UUI KOTA MAGEl.ANG 
·e131c!;Afla Tugas 

Pembina Utama Muda 
NIP:010171298 

Duldailgka.1 di Magelang 
pada langgal 18 Maret 2005. 

PENJABAT WALIKOTA MAGELANG 

Ditetapkan di Magelang 
podo tanggal t 'o t-v\a,v-e,-\ :loo '? 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kota Magelang. 

Pasal3 
Peraturan ini mulai be~aku sejak tanggal diundangkan. 

Pasal2 

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
don Belanja Daerah merupakon pedoman Penatausahaan 
dalam meloksanakon Kegiatan - kegiatan Pemerintah Daerah yang 
dibiayai oleh Anggaran Pendapatan don Belanja Daerah Tohun 
Anggaran 2005. 

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
don Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

Pasal l 

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG 
PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2005. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 


